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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan eksistensi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, ditinjau dari perspektif siyasah gadhaiyyah
dan politik hukum pertambangan. Kajian ini mendalami aspek regulasi
pertambangan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Namun, putusan tersebut menimbulkan
berbagai kendala, termasuk tumpang tindih kewenangan, perlindungan lingkungan
yang minim, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak oleh karena itu
beberapa dari pemohon mengajukan judicial review kembali terhadap pasal-pasal
yang bermasalah. Oleh karena itu peneliti mengajukan 2 rumusan masalah, yaitu :
pertama, bagaimana problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.
37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara?
kedua, Bagaimana eksistensi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-
XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ditinjau dari
siyasah qadaiyyah?

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan
pendekatan yuridis-normatif, mengacu pada bahan hukum primer seperti putusan
Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Teori yang
digunakan meliputi politik hukum pertambangan dan siyasah gqadhaiyyah,
memberikan landasan evaluasi atas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak
masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK No. 37/PUU-
X1X/2021 memberikan pijakan penting bagi rekonstruksi regulasi pertambangan,
namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan.
Dari kedua teori, yaitu politik hukum pertambangan dan siyasah gadhaiyyah
menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih adil, serta mempertimbangkan
aspek keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, kesejahteraan rakyat, siyasah
gadhaiyyah.



ABSTRACT

This study aims to analyze the problems and existence of Constitutional
Court Decision Number 37/PUU-XIX/2021 regarding the management of mineral
and coal mining from the perspective of siyasah gadhaiyyah and mining law
politics. This study explores regulatory aspects of mining aimed at promoting
public welfare as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. However, the
decision has raised various challenges, including overlapping authority, minimal
environmental protection, and legal uncertainty for affected communities.
Consequently, some petitioners filed another judicial review of the problematic
articles. Therefore, this study addresses two main questions: first, what are the
problems in Constitutional Court Decision Number 37/PUU-X1X/2021 regarding
the management of mineral and coal mining? Second, what is the existence of
Constitutional Court Decision Number 37/PUU-X1X/2021 on the management of
mineral and coal mining from the perspective of siyasah gadhaiyyah?

This research employs a descriptive-analytical method with a juridical-
normative approach, referring to primary legal materials such as Constitutional
Court decisions and secondary and tertiary legal materials. The theories used
include mining law politics and siyasah gadhaiyyah, providing an evaluative
framework for justice, public benefit, and protection of community rights.

The results indicate that while Constitutional Court Decision Number
37/PUU-X1X/2021 serves as a significant basis for reconstructing mining
regulations, it has not fully aligned with the principles of sustainability and public
welfare. Both theories—mining law politics and siyasah gadhaiyyah—emphasize
the need for a more equitable legal approach that considers social justice,
environmental protection, and local community involvement.

Keywords: Constitutional Court Decision, public welfare, siyasah gadhaiyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

J Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba‘ B Be

< ta i Te

& §a S es (dengan titik di atas)
‘& Jim J Je

d ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
d kha“ Kh ka dan ha

- Dal D De

3 Zal Z| ze (dengan titik di atas)
J ra‘ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

i Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
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e Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta T te (dengan titik di bawah)
b} 7a Z zet (dengan titik di bawah)
i _ain _ Koma terbalik di atas

& Gain G Ge dan ha

o fac F Ef

] Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Ndn N En

3 Wawl( W We

A ha“ H Ha

s Hamzah | Apostrof

$ ya’ Yl Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

-

Al Ditulis Sunnah
ide Ditulis illah
C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
pailal) Ditulis al-Ma “idah




3% Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang —all serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan —A4”

) dal) 45 8a Ditulis Mugaranah al-ma zahib

Bila Ta‘marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h

3l Ditulis Zakah al-fitri

il

D. Vocal Pendek

1. e Fathah Ditulis A

Jad Ditulis fa‘ala
2 — Kasrah Ditulis |

. Ditulis Zukira

A

3. dhammah Ditulis U Yazhabu
Ditulis
cal

E. Vokal Panjang

~

1. | Fathah + alif Ditulis A
Olatioy) Ditulis Istihsan




2. | Fathah + ya‘ mati | Ditulis A
uﬂj\ Ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya‘ mati | Ditulis I
&) glalli) glat Ditulis al-,, Alwanit
4. | Dammah + wawu | Ditulis U
mati
asle Ditulis L Ulim

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya“ mati Ditulis Al
ah )i Ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati | Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan

Apostrof
?3"“ Ditulis A “antum
e Ditulis U"iddat
Al S ol Ditulis La"in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf gomariyyah ditulis menggunakan huruf —II

Olal

Ditulis

Al-Qur“dn

WIS

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

Xi




O]

Ditulis

Ar-Risalah

e Ll

Ditulis

An-Nisa "

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

cﬁi)n Jal

Ditulis

Ahl al-Ra "yi

TS|

Ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,

shalat, zakat, dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah

dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
855 4 3.3533;’5;&@3&1
Jua aglll A J gy Itana &) 280 g 40 W) AN Y O 2 Gallad) iy Al 2aad) ana 1 Gan 1) A pe

S Ll (Gran) daa g4l o g daaa U o
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI TAHUN 1945) di alinea keempat menyatakan bahwa tujuan
dari negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.® Untuk menjalankan tujuan negara
tersebut dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 mengatur bahwa
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya
bahwa regulasi tentang mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam
yang dimiliki oleh negara Indonesia dan terkandung di bumi adalah sumber
energi yang tidak terbarukan diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan
dan kemanfaatan serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
negara Indonesia sesuai yang telah termaktub dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3)

UUD NRI TAHUN 1945.

Potensi pertambangan dan mineral batubara di Indonesia menjadi salah

satu faktor penting dan menambah nilai nyata dalam memajukan sektor

1 Puspanlak Uu, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mimeral, dan
Batubara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, ( Jakarta: Puspanlak Uu Gedung Sekretariat
Jendaral DPR RI, 2022)



perekonomian daerah dan nasional secara berkelanjutan. Demikian dalam
prakteknya bahwa masih banyak terjadi kendala antara regulasi pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah, perlindungan terhadap masyarakat daerah
pertambangan, perlindungan lingkungan, serta pengimplikasian yang belum
berjalan efektif dalam sektor pertambangan dan mineral batubara. Yang
menyebabkan regulasi tersebut belum optimal dan berdampak terhadap nilai-
nilai positif yang hadir di masyarakat. Dalam menjalankan amanat yang
termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 maka pemerintahan
pusat mengatur hal tersebut dalam UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan
terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
(UU Minerba). UU No.3 Tahun 2020 bertujuan untuk melanjutkan amanat yang
termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI TAHUN 1945 untuk memajukan
kesejahteraan umum, serta pembangunan yang berkelanjutan. Adapun
efektivitas yang di rencanakan dalam UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan
terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,

yaitu :

a) Menjamin efektivias penegakan dan pengendalian secara efektif,
koperatif, dan efisen dalam pembangunan pertambangan dan mineral
batubara;

b) Hadirnya kemanfaatan dalam ekstraksi karbon dan mineral secara

berkelanjutan dan memenuhi perlindungan lingkungan hidup;



¢) Memastikan ketersediaan mineral dan batubara sebagai salah satu sektor
pertumbuhan ekonomi dan energi serta sebagai bahan mentah untuk
kebutuhan ekonomi baik dalam kancah regional maupun nasional;

d) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan nasional dalam
kancah internasional.

e) Mensejahterakan pendapatan masyarakat wilayah setempat melalui
sektor pertambangan dan mineral batubara;

f) Menjamin kepastian hukum bagi mereka yang memiliki bisnis dalam

sektor pertambangan dan mineral batubara.

UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan terhadap UU No.4 Tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batubara dibuat dengan tujuan-tujuan yang
telah disebutkan diatas. Demikan dalam proses perkembangannya serta
pengimplikasiannya belum mampu menjawab kondisi permasalahan objektif

yang hadir secara aktual dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sehingga Walhi, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan
Timur (JATAM Kaltim), Nurul Aini bekerja sebagai petani/wiraswasta, dan
Yaman bekerja sebagai nelayan mengajukan permohonan ke pada MK yang
teregistrasi pada Perkara MK Nomor 37/PUU-X1X/2021 dengan permohonan
pengujian materil pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), dan pasal 162 UU No. 3
Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal 17A ayat (2), pasal 22 A, pasal 31
A ayat (2), pasal 169 A ayat (1), Pasal 169 B ayat (3), dan pasal 172 B ayat (2)

UU No.3 Tahun 2020. Yang membahas tentang penguasaan mineral dan



batubara, penguasaan yang diselenggarakan melalui fungsi kebijakan,
pengaturan, pengurusan dan pengelolaan, dan pengawasan, serta tidak adanya
pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah izin usaha pertambangan
(WIUP), wilayah izin usaha pertambangan kontrak (WIUPK), wilayah
pertambangan rakyat (WPR), serta sanksi bagi setiap orang yang mengganggu
kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB. Hal-
hal tersebut ditunjukan kepada para pemangku kebijakan dan para pengelola

pertambangan baik yang dikelola oleh swasta ataupun negeri.

Sektor pertambangan dan mineral batubara di Indonesia adalah salah
satu objek yang vital dan bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi dan
mensejahterakan rakyat serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut llham
Putuhena, sejarah awal penemuan tambang batu bara di Indonesia sudah
dimulai sejak tahun 1846 di Pengaran, Kalimantan Timur, yang sudah sampai
pada tahap dilakukan eksplorasi, Di tahun 1880, juga ditemukan di Sungai
Durian, Sumatera Barat. Penemuan tambang batubara selanjutnya terjadi di
tahun 1888, di Pelarang Samarinda, Kalimantan Timur. Penemuan berikutnya
dalam catatan sejarah terjadi pada tahun 1919 di Tanjung Enim — Bukit Asam,
Sumatera Selatan. Sejarah pengaturan pertambangan mineral dan batubara
dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pada saat Zaman Kolonial, fase Orde Lama,
fase Orde Baru dan fase Reformasi. Zaman kolonial sudah terdapat aturan yang
nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum melakukan pertambangan
dan batu bara yaitu Indische Mijn Wet 1899. Dalam IMW tersebut pada pasal 5

dan 5A menyebutkan bahwa terdapat dua hubungan dalam melakukan kegiatan



usaha tambang dan batu bara, yaitu konsesi dan kontrak. Selanjutnya, pada
masa Orde Lama, dasar hukum pertambangan menggunakan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UUDS 1950, Surat DPR RI
No.Agd.1446/RM/DPRRI/ 1951, UU No. 78 Tahun 1958 tentang penanaman
modal asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta, semangat
nasionalis dijunjung tinggi oleh Negara), UU No. 10 Tahun 1959 tentang
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp. Tahun 1960 Tentang
Pertambangan. Berikutnya di masa Orde Baru, dasar hukum yang digunakan
untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS No. XXIII —
MPRS/1966, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU
No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Akhirnya pada masa orde baru UU PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan
mengalami perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum. Saat masa
reformasi, ketentuan terkait pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK
No0.01-021-022/PUU-1/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-undang No.25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah  Daerah (UU Otda) dan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun ketentuan dalam Putusan MK
menjelaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara yang dalam
hal ini diwakili oleh BUMN. Selanjutnya terdapat aturan-aturan baru yang

menyesuaikan kebutuhan, seperti UU PMA yang mengakomodir kepentingan



negara dan tetap menarik bagi para investor. Selain itu, keberadaan UU Otoda
mempunyai pengaruh yang besar (memberikan batasan terkait urusan rumah
tangga daerah dan urusan rumah tangga pusat) membuat daerah memiliki

kewenangan untuk mengelola pertambangan.

Judicial review adalah upaya yang digunakan pihak-pihak yang merasa
dirugikan secara hak konstitusional akibat penerapan suatu norma hukum yang
kemudian dapat mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang
ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan subjek hukum yang
mengajukan perkara konstitusi dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam undang-undang.? Konsep Legal Standing memberikan peluang
bagi pemohon yang mengalami dampak potensi kerugian konstitusional untuk
mengajukan perselisihan ke pengadilan. Legal Standing dianggap terpenuhi
apabila pemohon memiliki kepentingan yang nyata dan diakui secara hukum.?
Hal ini dibuktikan dengan diajukannya permohonan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan
Mineral dan Batubara oleh sejumlah pihak, karena dinilai tidak sejalan dengan

Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas saya penulis tertarik untuk meneliti hal

ini lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “PUTUSAN

2 Jimly Asshidgi, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta : Sekertariat Jendaral
dan Kepaniteraan Mahkam Konstitusi RI, 2006), him. 68.

3 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta:
Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mhkamah Konstitusi RI, 2006), him. 94



MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 37/PUU-X1X/2021 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.
37/PUU-XIX/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara ?Bagaimana eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi No.
37/PUU-XI1X/2021 tentang pengelolaan per

2. tambangan mineral dan batubara dilihat dari perspektif siyasah gadhaiyyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk menjelaskan problematika dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam ruang
lingkup pemanfaatan tata ruang lingkungan hijau

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 37/PUU-XI1X/2021 Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ditinjau
dari siyasah gadhaiyyah.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru dalam ilmu

pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sumber bacaan, refrensi

dan informasi terhadap pihak yang akan melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai permasalahan ini. Selain itu, dapat memperkaya
kepenulisan dalam bidang hukum tata negara dalam sektor
pertambangan/lingkungan.

b. Manfaat Praktis

1) Diharapkan dalam penelitian ini menjadi perhatian bagi hakim
Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan mengadili
dan memutus permohonan pengujian terhadap Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara melalui konsep kemslahatan Islam.

2) Bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta dapat memberikan informasi yang komperhensif terkait
kemaslahatan Islam dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37
/PUU-X1X/2021 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.



D. Telaah Pustaka

Dengan adanya telaah pustaka yang dihadirkan bertujuan mengkomparasikan
dan meneliti guna tidak terjadinya kesamaan dalam penelitiaan yang telah ada
sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, berikut karya ilmiah yang
relevan, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis perpanjangan kontrak karya
(KK) / perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) ditelaah
dari konsepsi hak menguasai negara” karya Rahmadhani.* Kesimpulan dari
penelitian tersebut adalah untuk memperkenalkan hak menguasai negara secara
konstitusional dimaknai dalam hal negara dalam mengeluarkan sebuah
kebijakan (beleid ) dan tindakan sebuah pengurusan (bestuursdaad) pengaturan
(regelendaad) pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudendaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta
pembahasan mengenai KK/PKP2B dalam sebuah legalitas dengan sistem
kontrak/perjanjian karya pihak pemerintah dengan pihak swasta. Perbedaan
dengan skripsi yang akan penulis teliti ialah objek penelitian yang akan diteliti,
penulis berfokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-X1X/2021
adapun skripsi yang ditulis oleh Rahmadani berfokus kepada perpanjangan
kontrak pertambangan batubara. Teori yang digunakan pun memiliki perbedaan,
Rahmadani hanya menggunakan teori hak menguasai negara saja dalam

membahas otoritas perpanjangan kontrak pertambangan batu bara. Sedangkan

4 Rahmadani,“Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusaha
Pertambangan Batubara (PKP2B) ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara”, Badamai Law
Journal, Vol. 5:1 (Maret 2020).
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yang akan penulis teliti menggunakan teori politik hukum pertambangan dan
teori siyasah gadhaiyyah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Aspek perizinan dibidang hukum
pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah” yang ditulis oleh
Diana Yusyianti.> Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kemudian
aspek perizinan dalam bidang hukum pertambangan mineral dan batubara (di era
otonomi daerah) serta penegakan hukum dalam bidang pertambangan mineral
dan batubara. Dalam uu No. 2 Tahun 1999 tentang aspek perizinan
pertambangan mineral dan batubara di era otonomi serta pembaharuan dalam uu
No. 2 Tahun 1999 dengan uu No. 32 Tahun 2004 tentang pemda. Sehingga
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang
awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik sebab menyesuaikan dengan
terbitnya Undang-Undang Pemda. Akibat dari hal tersebut kebijakan pemerintah
dalam perizinan pertambangan pada implementasinya menjadi tumpang tindih.
Hal ini dikarenakan antara kewenangan mentri dan kewenangan bupati yang
kemudian disalahgunakan oleh para mafia perizinan tambang. Perbedaan dalam
skripsi yang akan penulis teliti adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
37/PUU-XIX/ 2021 yang dibahas, Diana Yusyianti mefokuskan penelitian
terhadap bagaimana aspek perizinan dibidang hukum pertambangan pada era

otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan secara umum, sedangkan

5 Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan
Batubara Pada Era Ootonomi Daerah”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16:3, (2017).
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penelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus kepada eksistensi putusan
Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/ 2021tentang pertambangan minerba.
Ketiga, skripsi karya Deni Hidayat dengan judul “Analisis figh siyasah
terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh
pemerintah daerah”.® Tujuan penelitian ini, yaitu membahas tentang analisis
kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah
daerah. Dan analisis terhadap kewenangan serta kebijakan pertambangan
mineral dan batubara melalui perspektif figh siyasah. Dalam skripsi ini pun
membahas pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan
lingkungan hidup serta esensinya dalam penataan (Compiliance) terhadap nilai-
nilai perlindungan daya dukung konsisten dan fungsi lingkungan hidup. Guna
mencapai tata kelola yang baik diperlukan pendekatan melalui beberapa
variabel, seperti ekonomi, edukasi, dan beberapa bantuan teknis serta tekanan ke
publik (public pressure). Oleh sebab itu dengan menerapkan regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu izin pertambangan mineral dan batu bara
yang berlandaskan perinsip kekuasaan atas sumber daya alam demi kepentingan
banyak orang.” Yang membedakan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah
berfokus pada penggunaan teori. Deni Hidayat menggunakan pisau analisis figh
siyasah dalam hal ini siyasah dusturiyah sebagai batu uji tentang perlindungan

lingkungan hidup pasca kewenangan perizinan pertambangan. Adapun peneliti

® Deni Hidayat,“Analisis Figh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan
Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Daerah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
(2020).

" Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) HIm. 26
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menggunakan politik hukum pertambangan dan siyasah gadhaiyyah sebagai batu
uji dalam penelitian ini.

Keempat, Zulvi Fazria dengan judul “Implikasi yuridis pada pasal 4 ayat
2 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba
daerah oleh pemerintah pusat”. Pengesahan terhadap perubahan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan
pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. Kesimpulan
dari penelitian ini, yaitu, UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim
kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar.
Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dihapus. Serta
berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara.® Berbeda
dengan penelitian penulis kali ini, yang membahas bagaimana dinamika dalam
putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 yang kontroversi terhadap norma-norma
positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Kelima, Zidni A’izzatun Muhtarisah dengan judul “Perlindungan hukum
hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup dalam putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU- X1X/2021”. Kesimpulan dari skripsi ini
adalah membahas tentang hak konstitusionalitas lingkungan warga negara yang
terdampak oleh pengeleloaan pertambangan minerba. Walaupun objek

penelitiannya sama. Namun dalam penggunaan teorinya berbeda. Apabila

8 Zulfi Fazria, “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Mineral Daerah Oleh Pemerintah Pusat”, Skripsi: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
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peneliti sebelumnya menggunakan teori negara hukum dan hak asasi manusia.
Maka peneliti kali ini menggunakan teori poltik hukum pertambangan dan
siyasah qadhaiyyah dalam melihat dinamika problematika dalam putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU- X1X/2021.

. Kerangka Teori

Skripsi ini menggunakan dua teori. Pertama, teori politik hukum pertambangan
dan siyasah gadhaiyyah. Kegunaan teori ini bertujuan memberikan pemahaman
tentang landasan konseptual. Kedua, teori siyasah gadhaiyyah. Kegunaan dari
teori siyasah gadhaiyyah bertujuan memberikan landasan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi sebab tujuan dihadirkannya adalah untuk mengevaluasi
apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan
umum, dan perlindungan hak masyarakat. Teori siyasah gadhaiyyah sebagai
bagian dari hukum Islam, memberikan kerangka normatif untuk menilai
kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan nilai-nilai syariah. Mengingat
akan bayaknya dinamika masalah baru yang niscaya akan muncul, maka hukum
Islam akan dituntut untuk berkembang sesuai perkembangan zaman. Untuk
memberikan gambaran singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan

sebagai berikut :

1. Teori Politik Hukum Pertambangan
Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu
minning law, bahasa Belanda dengan istilah mijnrecht, sedangkan dalam

bahasa Jerman disebut dengan bergrecht. Menurut Joan Kuyek, Hukum
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Pertambangan adalah seperangkat aturan yang bertujuan melindungi
kepentingan yang berkaitan dengan industry pertambangan dan untuk
meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan
penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang memili hak-hak
untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hukum pertambangan menurut
Salim HS adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan
mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan
hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).
Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin
merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).
Berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu pada dasarnya
dilarang. Jadi, aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya
dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan
atas objek tersebut tersebut jika mendapat dari pemerintah/ pemerintah
daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh
orang atau pihak yang bersangkutan. Unsur-unsur perizinan adalah sebagai
berikut: a. Instrumen yuridis; b. Peraturan Perundang-Undangan; c. Organ
Pemerintah; d. Peristiwa Konkrit; dan e. Prosedur dan Persyaratan. Tujuan
dari perizinan adalah untuk mrnciptakan kondisi yang aman dan tertib agar

setiap kegiatan sesuai dengan peruntukkannya. Disisi lain tujuan adanya
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perizinan adalah seringkali dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah,

karena PAD merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan

otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai mustahil otonomi daerah
itu dapat terwujud (Juniarso Ridwan,2012:91)

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam
yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum
materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum
materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya
hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi
(pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,
perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal
merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan
bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku.
Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-
undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang
menjadi sumber hukum pertambangan yaitu ;

a) Indische Mijn Wet (IMW) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kketentuan ketentuan pokok
pertambangan. Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti
memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu
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sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya kan
diberikan sanksi yang nyata.

b) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat
kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan
pembangunan di bidang pertambangan.®

c) UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967.
Dimana UU ini mengedapankan prinsip pancasila.

d) UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.

e) UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001.

UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang
kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sumber-
Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu Indische Mijn Wet (IMW), UU
No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun
1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22

tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.°

® Muhammad Fikri Putrajaya, “Uu Minerba Untuk Siapa?”. Unit kegiatan Mahasiswa
Kelompok Riset dan Debat, Fakultas Hukum Program Studi S-1 Illmu Hukum Universitas
Diponegoro

10 R. Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, Jurnal
Academia Praja2, Vol. 2: 1, (Februari 2019).
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Secara umum, politik hukum berkaitan dengan jenis hukum
yang akan diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara. Politik hukum ini harus selaras dengan nilai-
nilai serta pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Menurut
Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan mendasar
yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat.
Selain itu, politik hukum juga mencakup kebijakan pemerintah
tentang Kkriteria yang digunakan untuk menetapkan sesuatu sebagai
hukum, termasuk dalam proses pembentukan, penerapan, dan
penegakan hukum. Menurut Soedarto, Politik hukum adalah
kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan akan dipergunakan untuk mengimplementasikan apa
yang terdapat pada masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

cita kan.

2. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah adalah sistem politik peradilan yang dirancang untuk
menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
Dalam konteks fikih siyasah, lembaga peradilan dikenal sebagai
Qadhaiyyah, yang berasal dari istilah Al-Qadha’ yang berarti peradilan.

Istilah ini merujuk pada proses penyelesaian kasus-kasus yang didasarkan

him. 1

11 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),
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pada pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah. oleh manusia dalam menjalani
kehidupan. Allah SWT menegaskan bahwa proses penentuan hukum dan
penghakiman terhadap manusia harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-
Nya. Konsep ini menyatakan bahwa qadha’ memiliki makna mengatasi,
menyelesaikan, dan menetapkan hukum. Para ulama fikih mendefinisikan
gadha’ sebagai lembaga hukum dan seperangkat aturan yang wajib dipatuhi
oleh pemegang otoritas dalam suatu wilayah, serta menjadi landasan hukum

agama yang harus ditaati.'?

F. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata research yang berasal
dari bahasa Inggris. Kata research terdiri dari kata re yang berarti kembali atau
mengulang dan kata search yang berarti mencari, sehingga ketika digabungkan
mengulang kembali pencarian.’®> Dalam pengertian lain, penelitian merupakan
usaha secara sistematis, terorganisir, dan hati-hati dalam menyelidiki sesuatu
dengan mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam
suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam
penelitian. Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah untuk
memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa,

menarik kesimpulan, dan mencari solusinya.’* Untuk itu, agar memberikan

12 Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”,
Jurnal Syariati Studi Al-Qur“an Dan Hukum, Vol. 1: 2 (November, 2016)

13 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), him. 4.

14 Suryana, Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), him. 15.
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kemudahan dalam mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, Penyusun

menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai

berikut:

1.

2.

Obyek penelitian

Obyek Penelitian mengacu pada pembahasan tentang pengembalian tata
ruang lingkungan hidup pasca pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun
2020 dan Putusan MK No. 37/PUU- XIX/2021.

Jenis Penelitian

Jenis penlitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dalam mencari atau
menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa
buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan
dalam penelitian.® Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mengacu pada
UU No. 3 Tahun 2020 dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yang bertujuan
memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang
ditemukan selama proses penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dirancang

sebelumnya.

68.

15 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Igra’, Vol. 08: 1, (Mei 2014), him.
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4. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus
pada pembahasan doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.
Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara induktif. Penelitian
yuridis normatif juga mencakup kajian mengenai sistematika hukum dalam
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi konsep dasar, seperti hak dan
kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum.*®

5. Bahan Hukum Penelitian
Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan
penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
memiliki kaitan langsung dengan kewenangan pengujian undang-undang
oleh Mahkamah Konstitusi.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena
dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan
perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum
primer yang digunakan penulis dalam skripsi terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 24
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b) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

¢) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e) PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-X1X/2021 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,

karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema

kajian skripsi ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum terseier adalah kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier

yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

yang digunakan penulis yaitu Black’s Law Dictionary.

6. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi

kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dasar argumen hakim konstitusi terkait
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Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021. Sumber data meliputi peraturan
perundang-undangan, buku, karya ilmiah, serta tulisan-tulisan hasil
penelitian.
7. Pengolahan dan analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskriptif analitis, analisis data menggunakan data primer dan
sekunder yang disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan
permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku,
selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan hukum

yang menjadi obyek Kkajian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 37/PUU-XIX/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara perspektif Almaslalaha . maka sistematika penyusunan yang
digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, berisi landasan teori meliputi, teori Politik hukum
pertambangan, dan Siyasah Qadhaiiyah.

Bab Ketiga, berisi tentang problematika pada putusan Mahkamah

Konstitusi No. 37/PUU-X1X/2021 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
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dan Batubara. yang berisi latar putusan, amar putusan, dan alasan majelis hakim
atau dasar perimbangan hakim dari segi akademisi dan para ahli.

Bab Keempat, berisi tentang pembahasan penelitian dari rumusan
masalah yang diteliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 37/PUU-
X1X/2021.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar
pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam

penyusuan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.
37/PUU-XI1X/2021 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

persepktif Siyasah Qadhaiyyah dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 menyatakan dengan frasa
“menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat
(2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika norma
tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun apabila melihat dari
politik hukum pertambangan maka Putusan MK Nomor 37/PUU-X1X/2021
yang menyatakan bahwa frasa "menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2),
Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba
Perubahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat jika tidak dilengkapi dengan makna “sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
menunjukkan adanya penegasan bahwa hukum yang bersifat mengikat
harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan tidak boleh
mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih

tinggi. Dari perspektif politik hukum pertambangan, putusan ini mengarah

97
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pada perlunya penyesuaian antara kebijakan pertambangan dengan prinsip-
prinsip keadilan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Ketika
ada norma yang menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang
untuk WIUP, WIUPK, atau WPR tanpa mempertimbangkan ketentuan
peraturan lainnya, hal tersebut bisa menciptakan ketidaksesuaian dengan
nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan,
berdasarkan putusan tersebut, politik hukum pertambangan di Indonesia
perlu lebih memperhatikan aspek keseimbangan antara pembangunan
sektor pertambangan dan pemenuhan hak-hak lingkungan hidup demi
menjaga keberlanjutan tata ruang dalam kehidupan masyarakat sekitar. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam UU Minerba
Perubahan yang berorientasi pada "jaminan™ tanpa mempertimbangkan
ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau tidak mempertimbangkan
kepentingan masyarakat serta lingkungan belum sepenuhnya selaras dengan
prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan sosial yang diatur dalam UUD
1945. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian kebijakan yang lebih
harmonis, di mana pemanfaatan sumber daya alam untuk pertambangan
harus memperhatikan keberlanjutan tata ruang lingkungan hidup dan

kesejahteraan masyarakat.

. Dalam konteks putusan MK tersebut, frasa "menjamin™ dalam UU Minerba
Perubahan yang diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 menunjukkan
bahwa kebijakan atau norma hukum yang ada harus memperhatikan tidak

hanya kepentingan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sektor
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pertambangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian terkait pasal-
pasal jaminan pemanfaatan ruang bagi wilayah pertambangan, namun
dengan argumen yang disampaikan pemerintah. Mahkamah Konstitusi
dalam hal ini terlihat tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang sesuai
dengan siyasah gadhaiyyah dan gagal untuk melihat bahwa hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat terdiri dari hak substansial dan hak
prosedural. Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan sama sekali
pemenuhan aspek prosedural hak atas lingkungan (layanan publik,
partisipasi, keadilan), dengan demikian akan berdampak pada pemenuhan

substansi hak atas lingkungan masyarakat sekitar tambang

B. Saran

1. Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 37/PUU-XI1X/2021, pembuat undang-undang perlu
mengubah kata "menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A,
Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Perubahan dengan
memberikan pemaknaan bahwa norma tersebut harus mengikuti ketentuan
hukum vyang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya. Pemerintah perlu mengambil langkah yang
lebih hati-hati dalam menjalankan kewenangannya di sektor pengelolaan
tata ruang dan lingkungan hidup, Khususnya pasca-pertambangan dan

mengkaji kembali kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam, terutama
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pertambangan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan
perlindungan lingkungan hidup. Pembaharuan norma hukum yang
mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan masyarakat perlu
dilakukan agar sektor pertambangan tidak merugikan lingkungan. Dalam
hal pengelolaan tata ruang pasca-pertambangan, perlu ada penguatan
regulasi yang mengatur tentang pemulihan atau rehabilitasi lahan bekas
tambang. Kebijakan harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan
pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan sosial dan ekonomi
yang lebih besar, seperti pemulihan ekosistem atau pengembangan sektor
lain yang ramah lingkungan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat,
pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat, khususnya yang tinggal
di sekitar area pertambangan, untuk memberikan masukan dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan tata
kelola lingkungan. Ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu dalam
pemulihannya Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan
terhadap kegiatan pertambangan, terutama untuk memastikan bahwa
perusahaan pertambangan mematuhi aturan yang ada dan bertanggung
jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Penerapan sanksi yang tegas
bagi pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong perusahaan
untuk bertindak sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Dalam
menjalankan kewenangannya, tentu pemerintah pun harus memastikan

adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi yang
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mengandalkan sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini
bisa dicapai melalui kebijakan yang mendukung teknologi ramah
lingkungan dalam sektor pertambangan serta penerapan prinsip ekonomi

hijau dalam pembangunan.

Perusahaan pertambangan harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-
prinsip pertambangan berkelanjutan yang mencakup perlindungan terhadap
lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta pengurangan
dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini melibatkan penggunaan
teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan air, pengolahan limbah yang
efektif, serta perencanaan jangka panjang untuk meminimalkan kerusakan
terhadap lahan dan lingkungan sekitar. Dan tentunya Perusahaan
pertambangan harus mendorong riset dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan (green technology) yang dapat meminimalkan dampak buruk
terhadap ekosistem dan meningkatkan efisiensi proses pertambangan.
Teknologi seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan energi
terbarukan, dan proses pemulihan tanah dan air yang lebih cepat harus
menjadi bagian dari strategi perusahaan serta harus mempersiapkan rencana
darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan atau bencana yang dapat terjadi
dalam kegiatan pertambangan, seperti tumpahan bahan berbahaya atau
kerusakan lingkungan besar. Rencana ini harus mencakup prosedur
mitigasi, komunikasi darurat, serta keterlibatan pihak berwenang dan

masyarakat dalam penanganan bencana.
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